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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Intan Jaya dalam mendukung pembangunan daerah. Menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Diskominfo SP telah berkontribusi pada
peningkatan layanan informasi publik, penguatan komunikasi pemerintah, serta penyediaan data statistik untuk
perencanaan pembangunan. Namun demikian, berbagai hambatan masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber
daya manusia, infrastruktur TIK yang belum merata, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya
literasi digital masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan meliputi dukungan kepala
daerah, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta adanya inisiatif digitalisasi layanan publik. Penelitian
ini menekankan perlunya strategi penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur TIK, serta sinergi lintas
sektor dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan
kontribusi bagi penyusunan kebijakan publik di daerah tertinggal, khususnya dalam konteks transformasi digital
dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Diskominfo, pembangunan daerah, Intan Jaya, transformasi digital

Abstract: This study analyzes the policy implementation of the Department of Communication, Informatics,
Statistics, and Encryption (Diskominfo SP) in supporting regional development in Intan Jaya Regency. Employing
a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document
analysis. The findings reveal that Diskominfo SP’s policies have contributed to improving public information
services, strengthening government communication, and providing statistical data for development planning.
Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, uneven ICT infrastructure, difficult
geographical conditions, and low levels of digital literacy among the community. Supporting factors for successful
implementation include strong leadership commitment, inter-agency coordination, and digitalization initiatives in
public services. The study emphasizes the importance of enhancing human resource capacity, expanding ICT
infrastructure, and fostering cross-sector collaboration to ensure inclusive and sustainable regional development.
These findings provide practical implications for public policy formulation in disadvantaged regions, particularly
in the context of digital transformation and data-driven governance.

Keywords: policy implementation, Diskominfo, regional development, Intan Jaya, digital transformation

92


mailto:herminsama@gmail.com1

ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik Vol.1 No.2, Agustus 2025

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah menjadi agenda
penting dalam pembangunan daerah di Indonesia,
terutama untuk meningkatkan kualitas layanan
publik dan mempercepat pemerataan
pembangunan. Namun, kesenjangan digital masih
cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan
pedesaan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) 2023 menunjukkan bahwa tingkat
penetrasi internet di daerah pedesaan hanya
mencapai 35,90%, jauh tertinggal dibandingkan
64,10% di perkotaan (Badan Pusat Statistik
[BPS], 2023). Bahkan, di beberapa provinsi
seperti Sulawesi Barat, penetrasi internet tercatat
hanya 0,44% (Equitas FEB UGM, 2024).

Pemerintah Indonesia telah membangun
infrastruktur digital melalui Proyek Palapa Ring
untuk menjangkau wilayah Timur, termasuk
Papua, dengan jaringan serat optik sepanjang
ribuan kilometer. Namun, pemanfaatannya belum
optimal akibat kendala geografis, keterbatasan
listrik, serta minimnya kualitas sumber daya
manusia (Anderson & Hearn, 2021; APNIC
Foundation, 2023). Kondisi ini turut
memperburuk  kesenjangan ~ pembangunan,
khususnya di kabupaten baru seperti Intan Jaya
yang masih menghadapi keterbatasan akses
teknologi, rendahnya literasi digital, serta
lemahnya integrasi digital dalam tata kelola
pemerintahan (Yusuf & Setiawan, 2025).

Penelitian-penelitian terbaru menegaskan
bahwa literasi digital masyarakat Indonesia,
khususnya di daerah rural, masih rendah sehingga
menghambat pemanfaatan teknologi dalam
kehidupan sehari-hari (Rifki & Yuliana, 2023).
Hambatan lainnya adalah infrastruktur TIK yang
belum memadai, kurangnya SDM profesional,
serta kebijakan yang belum sepenuhnya sinkron
dengan kebutuhan daerah (Mahendra & Putra,
2021; Sutrisno, 2023). Di sisi lain, pendekatan
digital empowerment berbasis komunitas terbukti
dapat meningkatkan partisipasi sosial dan
ekonomi masyarakat lokal (Lindner & Coombs,
2024; Tjahjono & Widyanto, 2024).

Tabel berikut merangkum data dan fakta
yang mendukung fenomena tersebut:

Tabel 1. Data/Fakta Pendukung Fenomena

Faktor Data / Fakta
Internet rural vs Rural: 35,90%; Urban: 64,10% (BPS,
urban 2023)
Penetrasi internet  Hanya 0,44% (Equitas FEB UGM,
di Sulawesi Barat  2024)

93|Page

Faktor Data / Fakta

Infrastruktur Palapa Kabel serat optik menjangkau Papua
Ring (Anderson & Hearn, 2021)

Infrastruktur minim, literasi rendah,
integrasi terbatas (APNIC

Hambatan digital

rural Foundation, 2023; Rifki & Yuliana,
2023)
Digital Meningkatkan partisipasi & ekonomi

lokal (Lindner & Coombs, 2024;
Tjahjono & Widyanto, 2024)

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

empowerment
komunitas

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian
ini penting untuk dilakukan karena kebijakan
Diskominfo SP Kabupaten Intan Jaya berada pada
posisi strategis dalam mendukung pembangunan
daerah melalui penguatan layanan informasi

publik, pengelolaan data statistik, dan
pengembangan infrastruktur TIK. Namun,
keberhasilan ~ kebijakan  tersebut  sangat

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya,
tantangan geografis, serta kesiapan masyarakat
dalam beradaptasi dengan teknologi. Dengan
demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
akademik dan praktis dalam merumuskan strategi
kebijakan digital yang inklusif dan adaptif untuk
wilayah tertinggal di Indonesia, khususnya Papua.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik dipahami sebagai
rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah
untuk menjawab masalah publik lintas-sektor
(ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan,
teknologi), dengan tahapan  perumusan—
implementasi—evaluasi—penyesuaian dan sangat
dipengaruhi kapasitas institusi, kepemimpinan,
partisipasi, serta ketersediaan sumber daya
(Abidin, 2023; Tamin, 2024).

Perubahan sosial dan institusional turut
membentuk hasil kebijakan, termasuk dinamika
aktor level pelaksana (street-level bureaucracy)
yang menentukan wajah implementasi di
lapangan (Boudon, 2021; Lipsky, 2021).
Diskominfo, Tata Kelola dan
Pembangunan Daerah

Dalam konteks otonomi daerah,
Diskominfo berperan strategis sebagai penggerak
transformasi  digital, keterbukaan informasi,
penyediaan data statistik, serta pengamanan
informasi  (persandian) guna mempercepat
pembangunan dan memperkuat akuntabilitas
pemerintahan berbasis data. Ringkasan peran ini

Data,



Hermin Sama, Baharuddin, Kristian H.P.Lambe (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya

ditegaskan pada pendahuluan dan ruang lingkup
penelitian tesis untuk Kabupaten Intan Jaya.

Literatur kebijakan TIK dan statistik
menempatkan informasi/komunikasi serta data
yang akurat sebagai prasyarat perencanaan
berbasis bukti dan tata kelola yang efisien (Miller
& Wang, 2022; Harahap, 2024).

TIK untuk Layanan Publik dan Perencanaan
Berbasis Bukti

Pemanfaatan TIK yang tepat meningkatkan
transparansi, efisiensi administrasi, partisipasi
publik, dan akurasi perencanaan—namun
implementasinya  sering  terhambat  isu
infrastruktur dan literasi digital (Agustina & Sari,
2022; Mahendra & Putra, 2021).

Penguatan fungsi statistik—mulai akurasi
data, evaluasi program, hingga pengurangan
ketimpangan—mendukung kebijakan yang lebih
tajam (Pardede & Suryani, 2023; Mulyani &
Wulandari, 2024; Wibowo & Rahayu, 2024).

Dalam  perspektif kebijakan  digital
Indonesia, transformasi menuntut orkestrasi
lintas-aktor dan kebijakan adaptif terhadap
konteks lokal (Miller & Tan, 2022; Wibowo,
2022; Sutrisno, 2025; Yusuf & Setiawan, 2025).

Faktor Penentu dan Hambatan Implementasi

Temuan lapangan dari penelitian ini
merangkum  faktor  penentu: dukungan
pimpinan/kepala daerah, kompetensi SDM,

kecukupan anggaran, ketersediaan infrastruktur
TIK, serta koordinasi  antar-OPD/pusat;
sebaliknya, kegagalan dipicu ketika satu atau
lebih faktor ini absen.

Hambatan khas daerah tertinggal/terpencil
mencakup  keterbatasan  jaringan, kondisi
geografis sulit, literasi digital masyarakat yang
rendah, serta kendala perangkat/biaya (Riftki &
Yuliana, 2023; kutipan wawancara Diskominfo
Intan Jaya).

Solusi literatur menekankan peningkatan
infrastruktur, pelatihan SDM, dan kolaborasi
pemerintah—swasta serta pemberdayaan digital
berbasis komunitas (Tjahjono & Widyanto, 2024;
Lindner & Coombs, 2024).

Kerangka Konseptual Penelitian

Bertolak dari literatur dan konteks lokal
Intan Jaya, implementasi kebijakan Diskominfo
dipandang sebagai fungsi dari: (a) dukungan
kepemimpinan/anggaran; (b) kapasitas SDM; (c)
infrastruktur TIK; (d) koordinasi lintas-aktor; (e)

literasi/partisipasi masyarakat. Hasil
implementasi diukur melalui peningkatan layanan
informasi publik, ketersediaan data statistik untuk
perencanaan, serta penguatan komunikasi
pemerintah—dengan konteks geografis sebagai
moderator penting.

=

Sumber: Penulis (2025)
Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain deskriptif. Desain ini
dipilih karena bertujuan memahami secara
mendalam proses implementasi kebijakan Dinas
Komunikasi,  Informatika,  Statistik, dan
Persandian (Diskominfo) Kabupaten Intan Jaya
dalam mendukung pembangunan daerah.
Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan
peneliti  mengeksplorasi  fenomena  yang
kompleks, menggali makna, serta menafsirkan
dinamika sosial dan kelembagaan yang
melatarbelakangi implementasi kebijakan
(Creswell & Poth, 2018; Miles, Huberman, &
Saldana, 2019).

Populasi penelitian adalah seluruh pihak
yang terlibat dan berkepentingan dalam
implementasi kebijakan Diskominfo, baik internal
maupun eksternal. Namun, karena penelitian
kualitatif tidak menekankan pada generalisasi
melainkan kedalaman informasi, maka yang
menjadi fokus adalah informan kunci yang dipilih
secara purposive. Teknik purposive sampling
dipandang tepat karena memungkinkan peneliti
menentukan informan berdasarkan relevansi
pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan
mereka dalam fenomena penelitian (Etikan &
Bala, 2017). Informan terdiri dari pejabat
struktural di Diskominfo SP Kabupaten Intan
Jaya, pejabat pemerintah daerah terkait, serta
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perwakilan masyarakat yang merasakan langsung
dampak kebijakan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten
Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dengan fokus
pada Dinas Kominfo SP sebagai instansi utama
pelaksana kebijakan. Penelitian dilaksanakan
selama satu bulan, dengan mempertimbangkan
kondisi geografis dan keterbatasan akses wilayah.
Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh pertimbangan
kontekstual bahwa Intan Jaya merupakan daerah
yang  sedang  berupaya  mengakselerasi
pembangunan daerah melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan penguatan statistik,
namun menghadapi tantangan geografis dan
keterbatasan infrastruktur yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan
studi dokumen. Wawancara digunakan untuk
memperoleh pemahaman mendalam dari para
informan kunci, sedangkan observasi dilakukan
untuk melihat langsung implementasi kebijakan
di lapangan. Studi dokumen meliputi analisis
kebijakan, laporan kegiatan, serta data statistik
resmi yang terkait. Validitas data dijaga melalui
teknik  triangulasi sumber dan  metode,
sebagaimana disarankan dalam penelitian
kualitatif untuk meningkatkan keabsahan temuan
(Patton, 2015; Moleong, 2017).

Data dianalisis dengan teknik analisis
kualitatif model interaktif Miles dan Huberman
yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al.,
2019). Proses analisis dilakukan secara simultan
dengan pengumpulan data, sehingga peneliti
dapat mengidentifikasi tema-tema utama, pola
hubungan, serta faktor pendukung dan
penghambat implementasi kebijakan Diskominfo.
Dengan pendekatan ini, penelitian mampu
menghasilkan gambaran komprehensif mengenai
dinamika implementasi kebijakan digital di
daerah tertinggal serta kontribusinya terhadap
pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan lima informan
kunci yang dipilih secara purposive karena
memiliki  pengetahuan, pengalaman, serta
keterlibatan langsung dalam implementasi
kebijakan Dinas Kominfo SP Kabupaten Intan
Jaya. Tabel berikut menggambarkan profil
informan penelitian:
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Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Latar = pigan
Inform Belakang g
Nama Jabatan < 1s Tugas
an Pendidika
Utama
n
Penyusunan
data statistik
Kepala Seksi sektoral dan
Yunus Neraca S1 Imu neraca
1 Bagubau, Produksi, Sosial produksi
S.Sos Sosial, dan untuk
Distribusi perencanaan
pembangun
an
Pengemban
. gan
Olivia KPS g1 1y infrastruktur
Pos dan . .
2 Zonggon .. Pemerintah telekomunik
Telekomunik .
au, S.IP . an asi dan
asi
layanan pos
daerah
Pengelolaan
- komunikasi
Adi Tidar oo Seksi - STIMU 0 4lik dan
3 Manik, . Pemerintah .
Komunikasi media
S.IP an . .
informasi
pemerintah
Pelayanan
informasi
Ruf  Kepala Seksi S1Ilmu publik dan
4 Weya, Layanan Pemerintah pengelolaan
S.IP Informasi an konten
media
pemerintah
. Kepala Sub Alenlstras
Darius . 1 umum,
Bagian S1 llmu .
Salmon . manajemen
5 . Umum dan Pemerintah
Jitmau, Kepeeawaia an SDM, dan
S.IP p %1 dukungan
operasional

Sumber: Hasil wawncara (2025)

Implementasi Kebijakan Diskominfo dalam
Pembangunan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan Diskominfo SP di
Kabupaten Intan Jaya telah memberikan

kontribusi dalam tiga aspek utama: layanan
informasi  publik, penguatan infrastruktur
telekomunikasi, dan penyediaan data statistik
untuk perencanaan pembangunan. Informan 1
menegaskan ~ bahwa  pengumpulan dan
pemutakhiran data sektoral menjadi dasar penting
dalam mendukung perencanaan daerah:
“Kebijakan  utama  kami  meliputi
pengumpulan dan pemutakhiran data
neraca produksi, sosial, dan distribusi.
Data ini menjadi dasar perencanaan
pembangunan, meski terkendala kondisi
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geografis dan keterbatasan SDM.” (Yunus
Bagubau, Kepala Seksi Neraca Produksi).
Selain  itu, penguatan infrastruktur
telekomunikasi menjadi fokus utama untuk
memperluas akses masyarakat. Informan 2
menyatakan:
“Kami mengembangkan kebijakan teknis
terkait pemerataan akses informasi,
terutama dengan pembangunan jaringan
telekomunikasi. Kendala terbesar tetap
pada jaringan yang belum menjangkau
wilayah terpencil.” (Olivia Zonggonau,
Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi).
Pada aspek komunikasi publik, kebijakan
Diskominfo  diarahkan untuk memperkuat
keterbukaan  informasi dan  transparansi
pemerintah daerah. Informan 3 menegaskan:
“Kami memanfaatkan media digital dan
komunikasi online untuk memperluas
Jjangkauan informasi. Hal ini meningkatkan
keterbukaan  informasi  publik  dan
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.” (Adi Tidar Manik, Kepala
Seksi Komunikasi).

Faktor = Pendukung dan  Penghambat
Implementasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan

Diskominfo dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung, yaitu: dukungan kepala daerah,
koordinasi antar-OPD, serta adanya inisiatif
digitalisasi layanan publik. Informan 4
menyatakan:
“Dukungan pimpinan daerah sangat
berpengaruh, baik dalam alokasi anggaran
maupun  arah  strategis  pelayanan
informasi publik. Hal ini memotivasi kami
untuk meningkatkan layanan.” (Ruf Weya,
Kepala Seksi Layanan Informasi).

Namun demikian, implementasi masih
menghadapi sejumlah hambatan serius. Informan
5 menekankan keterbatasan sumber daya manusia
dan anggaran:

“SDM yang profesional masih terbatas,

sementara  infrastruktur  juga  belum
memadai. Hal ini sering menghambat
kelancaran  pelaksanaan kebijakan,

meskipun dukungan pimpinan sudah ada.”
(Darius Salmon Jitmau, Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian).

Hambatan lain meliputi kondisi geografis
Intan Jaya yang sulit dijangkau, keterbatasan

jaringan internet (masih dominan 2G), serta
rendahnya literasi digital masyarakat. Tantangan
ini membuat sebagian besar program digitalisasi
tidak berjalan optimal di semua distrik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan
masalah yang telah ditetapkan. Pertama,
implementasi kebijakan Diskominfo SP memang
sudah diarahkan pada peningkatan layanan
publik, penguatan infrastruktur telekomunikasi,
dan pengelolaan data statistik. Namun,
efektivitasnya masih sangat bergantung pada
faktor pendukung internal dan eksternal. Kedua,
faktor  keberhasilan  meliputi ~ dukungan
kepemimpinan, koordinasi antar-OPD, serta
komitmen dalam digitalisasi layanan publik, yang
sejalan dengan temuan Creswell dan Poth (2018)
bahwa  implementasi  kebijakan  efektif
memerlukan komitmen politik dan koordinasi
yang baik. Ketiga, hambatan utama yang dihadapi
adalah keterbatasan SDM, infrastruktur TIK yang
belum memadai, dan rendahnya literasi digital
masyarakat, sebagaimana juga ditegaskan oleh
Yusuf dan Setiawan (2025) terkait tantangan
transformasi digital di daerah tertinggal.

Dengan  demikian,  penelitian  ini
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan  Diskominfo dalam mendukung
pembangunan daerah Intan Jaya sangat ditentukan
oleh sinergi antara faktor kelembagaan,
ketersediaan sumber daya, dan partisipasi
masyarakat. Upaya strategis diperlukan untuk
memperkuat kapasitas SDM, memperluas
jaringan TIK, serta meningkatkan literasi digital
masyarakat agar kebijakan dapat memberikan
dampak pembangunan yang lebih inklusif dan
berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Penelitian

Pertan.y.aan Temuan Utama Dukungan Data /
Penelitian Wawancara
Bagaimana lmplemen.tasi “Kami
implementasi sudah l?erjalan memanfaatkan
kebijakan melalui: .(a) . media digital dan
Diskominfo SP 1ayar.1an informasi  komunikasi online
dalam publik, (b) untuk memperluas
mendukung penguatan jangkauan
pembangunan 1nfrastrukt1}r TIK, informasi...”
daerah? (c) penyediaan data (Informan 3,
’ statistik. Komunikasi).
Dukungan kepala  “Dukungan

Faktor apa saja daerah, koordinasi pimpinan daerah

f::ngdukun antar-OPD, dan sangat berpengaruh,
. € inisiatif digitalisasi baik dalam alokasi
implementasi

layanan publik. anggaran maupun
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Pertanyaan Dukungan Data /
o Temuan Utama
Penelitian Wawancara
kebijakan arah strategis...”

Diskominfo SP? (Informan 4,

Layanan Informasi).

Hambatan meliputi

Hambatan apa keterbatasan SDM, “SDM yang

yang dihadapi keterbatasan profesional masih
Jalam 1r'1fr.astruktur TIK t.erbatas, sementara
implementasi (]a}rl'ngan mas;h' infrastruktur Juga.
kebijakan minim), kondisi  belum memadai...”

geografis sulit, (Informan 5, Subbag

Diskominfo SP

di Intan Java? serta rendahnya Umum &
Y& literasi digital Kepegawaian).
masyarakat.
Terjadi “Kebijakan utama
peningkatan kami meliputi
ﬁfigﬁ:&ﬁi keterbukaan pengumpulan dan
kegi'akan informasi publik, pemutakhiran data
Diskjomin fo akses komunikasi neraca produksi...
terhada pemerintah, dan  Data ini menjadi
embanp unan ketersediaan data  dasar perencanaan
gaerath statistik untuk pembangunan.”
’ perencanaan (Informan 1,
pembangunan. Statistik).
Sumber: Hasil wawancara (2025)
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini menyimpulkan bahwa
implementasi kebijakan Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian

(Diskominfo SP) Kabupaten Intan Jaya telah
memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan
daerah, meskipun masih menghadapi sejumlah
keterbatasan. Implementasi kebijakan
diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu: (1)
peningkatan layanan informasi publik yang lebih
transparan dan partisipatif, (2) penguatan
infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat
perluasan akses informasi; dan (3) penyediaan
data statistik yang menjadi basis perencanaan
pembangunan berbasis bukti.

Faktor pendukung implementasi meliputi
dukungan kepala daerah, koordinasi antar-OPD,
serta inisiatif digitalisasi layanan publik. Namun,
penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah
hambatan, yakni keterbatasan sumber daya
manusia profesional, keterbatasan infrastruktur
TIK, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta
rendahnya literasi digital masyarakat. Hambatan
tersebut berimplikasi pada belum optimalnya
efektivitas kebijakan, khususnya di wilayah
terpencil.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat
kajian implementasi kebijakan publik yang
menekankan peran kapasitas kelembagaan,
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sumber daya, dan partisipasi masyarakat sebagai
determinan keberhasilan kebijakan. Secara
praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar
perumusan strategi kebijakan digital di daerah

tertinggal agar lebih inklusif, adaptif, dan
berkelanjutan.
Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa
saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah
perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia
di Diskominfo SP melalui program pendidikan,
pelatihan, serta peningkatan profesionalisme
aparatur. Kedua, perlu ada peningkatan investasi
pada infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, khususnya jaringan internet, yang
merata hingga ke distrik-distrik terpencil. Ketiga,
program literasi digital masyarakat perlu
diperluas agar warga mampu memanfaatkan
teknologi secara produktif dan berdaya guna.
Keempat, koordinasi lintas sektor antara
Diskominfo dengan OPD lain, pemerintah pusat,
serta mitra swasta perlu ditingkatkan untuk
memperkuat sinergi kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut,
implementasi kebijakan Diskominfo SP di
Kabupaten Intan Jaya diharapkan dapat lebih
efektif dalam mendukung pembangunan daerah,
meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta
mempercepat terwujudnya tata kelola
pemerintahan berbasis data di wilayah yang masih
tertinggal.
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